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TENTAN-G

PEI\1'ELENGG.{RAAN LALU LINTAS JALAN DAN FERBENGKELAN
KEIT)ARAAN tsERMOTOR I,I WTLAYAH KABTTPATEN: BEI(ASI

DE}JGAN R,A.Hi\4AT TLII{AN Y.ANG h4AHA ES,.I

h{enimbang a .

BT1PATI BEKASI

bahwa dalanr rangka mencrptalian kelancaran dan keanranan
pelavanan l:epada masyarakat pemakai jalan. sehr,lbungan
dengan semakin pesatnya pertumbuh.an dan perkembansan
penrbangunan lalu hntas, nraka drperlukan pengaturan
penvelenggaf, aan penBat uran yang iebrh mantap, .1 elas. tegas
serta menriliki kekuatan hukum yang mengikat,

bahrva pengaturan penyelengssraan lalu |ntas drnraksud,
harus dilaksarrakan dengan mengintegrasikan komponen
lalu lirtas kedalaur satu kesatuan sistenr penveleiiggaraar
kebr.1 akan Penr errntah Daerah;

bahwa agar kendaraan bernrotor yang memenuhr
persyaratan telnis dan laik jalan perlu adanya pengusahaan
bengkel 1,alg dapat nrenrelilura kualitas perawatan darr
perbaikan kendaraan bermotor.

bahrva tsengkel umum kendaraan Lrermotor ].ang adr-l pada
saet inr beragam ringkatannl'a. beik ditinjau dari serana cien
plasarana nlaupur sunrber dava nranusianl,x .

bahrva keberadaan Bengkel umum kendaraan bermotor
perlu dibine dan dil<embangkan untuk memelihara kualitas
pelavanan pada nrasy'arakat .

bahrva atas dasar pertrmbangan sebagarnrana drnraksud pada
huruf a. huruf b. huruf c. huruf d, dan huruf e. perlu
ditetapkan dengar Peratut an Daerah;

u .



Mengingat Undang-Undang Nomor 14 
'lahun 

195() 
'l'entang

Pemb ent uri:-an Daerah-da erah Kabupat en Da I am L.i ngl.rurgan
Propitsi Jawa Barat @erita Negara Tahun l9-50).

Undang-Undang Nontor 13 
'l'ahun 

19ti0 tentang Jalan
(Lernbaran Negara Tahun 1980 Nomor 83. Tarnbahan
Lerubaran Negala Nomor 3186;

Undang-Undang Nomor I l'ahun l9lll tentang Hukrrm
Acara Pidana (Len'rbaran Negara Tahur 1981 Nornor 76,
Tamb'ahur Le ntbaran Negara Nomor 3209)

Undang-Undang Nomor 14 
'l'ahun 

1992 tentang Lalu
Lintas t)an Angkurtan Jelan (Lembaran Negara Tahun 199?
Nontor 7-5. Tantbahan Le mbaran Negara Nomor 3a8Q,

Undang-Undang Nomor l0 tahun 70{J4 tentang
Pembenhrkan Perattran Penndang-rurdangan (Lenbaran
Negara Tallut 2004 Nottror 53, Tanrbalwr Lembalan
Negara Nonror 43E9);

Undang-Undang Nomor 32 tahun' 20U4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaren Negara Tahun 20t14
Notnor 125, Tantbahatr Lenrbaatr Negara Nonror' 443'1).

Undang-Undang Nomor 38 tahun 2tlt)4 tentang Jalan
(-embaran Negara Tahur 2004 Nomc.r 1-12. Taml''ahan
Lenrbaran l.iegara Nonror 4444).

Undang-Undang Nomor 34 
'l'ahun 

2000 tentsng Perubahan
etas Llndeng-Undeng Republik Indonesie Nomor 18 Tehun
1997 tenturg pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negala
lahun 2i)00 Nomor 246. 

'lambahan 
Lembaran Nesara

Nomor 4048);.

Peraturan Pemenntah Nonror 26 
'Iahun 

l9ti5 tentang Jalan
(Iembaren Negara Tehun 1!)85 Nomor 37. Tambehan
Lenrbaran Negara Nomor 3293),

Peraturan Pemenntah Nomor 4l 
'I 

ahun 1993 tentang
Angkuten Jalan (Lembaran Negera Tahun 1993 Nomor 91.
Tanrbahzur Lembaran Negara Tahut 1993 Nomor 3521),

Peraturan Pemenntah Nomor 25 
'l'ahun 

2000 tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai
Daerah Otruom (Lenrbaran Negara Tahun ?00t) Ntrnror 54.'l'ambahan 

Lembaran Negara Nomor 3952),
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i2.Peratwan Pemermtah Nonror 4? lahun, 1993 tentang
Pemenksesn Kenderaan Bermotor di Jalen Gembaran
Negara Tahur 1993 Nomor 60, Tambahzur Lembalarr
Negara Nomor 3528);

Peraturan Penrerurtah Nomor 43 l ahun 1993 tentang
Prasarana Dan Lalu Lintas .Talan (Lemharan l.iegara Tahun
1993 Noriror 63. Tambahau Lemtraran Negara Non'lor
3529);

Perahran Pemermtah Nomor 44 l'ahun 1993 tentang
Kenderaen Dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993
Nontor 64, Tambahan LemlrarurNegara Nomor 3530);

Peraturan Daerah Kabupaten Bekasr Nomor 3 
'l'ahun 

1995
tentang Ranrbu Lalu Lintas dan Marka Ja1an.(Len'rbaran
Daerah Kabupaten Dae.rah Tingkat I1 Bekasi Tahu:r 1995
Nomor 2 Serr LIJ;

Peraturan Daerah Kabupaten Bekasr Nonror. 1 I 
'l'ahun 

1999
tentang Retribui Izin Ganggr-ran (Lembaran t)aerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi Tahun 1999 Nonror'
l5 Sen ts);

Peraturan l)aerah Kabupaten tsekast Nomor 4 l ahun 20U4
tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bel.:asi
(Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tairurr 2004 l.lonror 3
Sen lJ).

MEMUTUSKAN':

PERATURAN_ DATRAII KAB{JPATEN BEKASI
TENTANG PEN!'ELENGGARAAN LALTT LINTAS
JALAN DAN PERBENGKELAN I(ENDARAAN
BERMOTOR DI WILAYAH KABTiP.A.TEN BEKASI.

Dengan Peruetujuan Be rsama
DE\[, AN PERW,TIKILAN RAK}{ T KABTIPATEN BEKASI

dan
BI"TPATI BEKASI

Menetapkan



BAB I

KETENTUAN US{Ufi,l

Pasal 1

l)alam Peraturan l)aerah rni, yang drmaksud dengan :

a. Daerah adalah Kabupaten tsekasr;

b. Pemenntah Daerah adalah Pemerrrtah Kabupaten tsekasr:

c. |3upatr adalah.tsupati .Bekasi,

d. l)ewan Perwakrlan Rakl'at Daerah yang selanrutnya drsebut DPRII adalah
DPRD (slrupat en Bekasi ;

e. l)rnas adalah l)rnas Perhubungan Kabupatentlekasr;

t. Kepala .Dma^s adalah Kepala l)uras Perhubungan Kabupaten tsekasr;

g. Penyelenggaraan Lalu Ltntas Jalan adalah kegratan manalemen dan rekayasa
ialu lirrtas serta pengaturan dan pengendalian pengguna.on jalan yang dituiukan
utltuk ute wujudkat lalu lintas yang larcar, tertib, arnar\ efisien dan efektif.

h. Lalu Lrntas adalah pergerakan orang, kendaraan dan barangdr talan;

r Jalan adalah lalan yang diperuntukkan bagr lalu hntas ufium yang berada
dibawah pengelolaan Pemerintsh Deerah;

J ljaerah Mrhk Jalan adalah ruang separyang ialan yang drbatasr oleh lebar dan
tinggi tertentu yang dikuasai oleh Pembina jalan dengan suatu hal: tertentu
sesual dengat peratuan penutdang-indangan yang berlaku.

k. iJaerah fulanl'aat Jalan adalah mehputr badan talan, saluran tepi talan dan
an'lbang p'engap1ennya;

l. Jalw adalah lragran talan yang drpergunakanuntuk lalu hntas kendaraan.

m. Latw adalah bagran talur yang menantang dengan atau tanpa marka talan, yang
memiiikr iebar cukup untuk sstu kenderaan bermotor sedang berjalan, selain
sepetla motor,



P '

n. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di talan, terdrrr dan kendaraan
L'rermotor dan atau kendarean tidak berrnotor:

Kendaraan berntotor adslah kendaraan yang drpergerakan oleh peralatan teknrk
yang berada pada kendareen itu;

Sepeda tr4otor adalah kendaraan bermotor roda dua atau
nrmah, baik dengan maupun tanpa kereta samping.

Kendaraan Umum adalah setrap kendaraarr bermotor yang
dipergunaken oleh umu dengan dipungut bel'a1*t

Kendaraan Khusus adalah kendaraan bermotor selarn darrpada kendaraan
bermotor untuk penumpang den kendaraan bermotor untuk barang yang
pengangkutalulya ulltuk keperluan khusus atau rlenBarlgkut barang-barang
khusus;

Penrlaran 
'ieknrs 

adalah Pemlaran terhadap komponen kendaraan yang akan
dihepusken dsn atau dibesituakan. daiem satuan prosentase;

N,'lobrl barang adajah kendaraan bermotor seiarn sepeda nrotor, nrobrl
penumpang mobil bus. dan L:endaraan khusus;

Surat lztn tsengkel adalah surat yang drterbrtkan oleh Bupatr untuk pengusahaan
bengkei vang diberiken kepada oreng eleu badan hukum tertentul

,tsengkel 'l'erdaftar 
adalah tsengkel umum dan bengkel khusus yang nrelakukan

pemeiiharaan dan pencucian l:endaraan bermotor;

tsengkel 'l'ertuntuk 
adalah tsengkel umum dan bengkel khusus yang melakukan

perawatan den ateu perbaikan kendaraen bermotor untuk memenuhi pers\raratan
te!.nis dan laikjalan,

tsengliel Pelaksana adalah tsengkel umum yang mendapat rzin peneraparl
sebagai bengkel pelaksanan pemeriksaan emisi gas buang kendarasn bermotor:

tsengkel Umum adalah tempat kegratan yang bertungsr untuh menrberulkan,
memperbaiki dan merawat l:endaraan bemrotor agar tetap- melrenuhi
persyalatall teknis dan laik jalan tennasuk pool kerrdafaan bet.urotor,

l3engl'el khusus adalah l:englrel yang khusus melakuhan perawatan dan atau
pert-rail:an serta melal-ul-an penreliharaan r,urtuk^ nrenrenuhi persyaratan teknis
dar laik lalan Kendar-aal produksi teltelltu,

hga tanpa runrah-

drgerakkan untuk

s.

f



bb.

dd

fT

I esrltas dan peraldan adalah fasilrtas, peralatan atau perkakas yang drbutuhkan
ctaient Lrroses perawatan dan perbaikan kendsraan bermotor;

Jv{ekanrk adalah orang yang mempunyal kemanrpuan teknrs unruk
m enye les aikan perbei kan d an p e rawatan kend arean berm otor :

.tsadan hukunr meltputt, Perseroan I'erbatas, Perusahaan Komendrter, Koperasr,
Firma atau Persekutr.ran l-Isaha lainnya.

Perorangan adalah orang atau prrbadi yang n'lengusahakan tsengkel.

Persrnpangan adalah pertemuan atau percabangan talan, bark sebrclang trtBuprln
tidek sebidang;

Daya dukunE lalan adalah kentantpuan jalan untuk nrendukung beban nruatan
sumL'n kendaraan Lrern:otor yang meiewatinya dalam sahlan l:g ( k-ilogram );

l\"'luatan sumbu terberat seianlutnya drsebut |,,lSl'adalah lurnlah tekanan roda -
rocla dari suatu sumbu yang terberat terhadap jalan:

Penrakar ialan adalah pengemudi kendaraan dan atau pelalan kakr.

Parkrr adalah keadaan trdak bergerak suatu kendaraan yang trdak bersrt'bt
sementara;

Halte adalah tempat pemberhentran kendaraan umum untuk menurunkan dan

oo

hh

1 l

etau nr enaiklc_sn penumpeng;

kk. Rambu lalu lrntas di ialan selantutnya drsebut rambu aclatah salah satu darr
periengkapan jalan berupa iambing. huruf, angka, kalimat dan atau L.erpaduan
diarttarartya sebagai peringztan. larurgul perinuh atau petunjuk bagi pemakar
lalan,

ll. N{arka Jalan adalah suatu tanda yang berada di perrnukaan lalan yang melrputr
peralaten atau tenda yang membentuk geris membujur. garis meirntang. garis
strrong serta laml-'ime lainnva vang trerfingsi r.lrtuk nrengarairkall arus lalu iurtas
dan meml:atasi daerah kepentrngan lalu hntas;

mnt. Alat pemben tsyarat lalu ltntas adalah perangkat peralatan tekrus ]ang
menggtnakan isvarat lantpu untuk rnengattu ialu lintas orang dan atal]
kendaraan dipersimpangilr atau pada ruas jaian.

nn. tsangkrtan dan tankan ialu hntas sdalah lokasr kegratan !'ang da1:at
meninrbulkan perjalanan orang datang ke atau L.ergi dari lokasi l:egiaian tersetrut
dan t're rpetrganrii terhadap penvelenggaraan I aiu I ir rtas.



oo. 
'l'enaga 

ahli adalah tenaga ahfi di brdang lalu hntas dan angkutan la]an,

plr. Pembrna talan adalah l)rnas .tsrna Marga dan Pengarran Kabupaten tsekasr;

qq. Anafisrs darnpak lalu hntas adalah sr.r:rtu proses ke.gratan peneirhan dan
pengkajian terhadap pembangunan kawasan dan fesilitas umum di iingkungen
sisi jalan.

rr. Penyrdrk adalah petugas yang melalcukan penyidikan terhadap suatu trndak
pelanggaren yang mempunyai weweneng tertenfu untuk menangani dan
menyelesaikarl suatu tindak pidana pelanggaran.

ss. Janngan.ialan adalah serangkatan stnrpul dan ateu ruang yang dihubungkan oleh
rueng lalu lintes.

tt. Ruas-ruas ,1alan adalah talan !'ang drhubungkan antara satu noseisrnrpul yang
1ain.

BAB IT

I,IAKSL]D DAN TTUTTAN

Pasal ?

(l) Maksud drtetapkarurya Peraturan Daerah rnr adalah untuk drtadrkan landasan
hul*rrn dalam rangka rnengatru, mengendalikan, menertibkan serta menganalisis
pen,velerBgaraan lalu lirras dan perbengkelan di wilavah Kabupaten Bekasi;

(2) 'lu.1uan 
drtetapkannya Peraturan Daerah rru adalah untuk mewuludkan lalu lintas

yang lancar. tertib, eman, bagi keselamatan penggune jelan

BA.B M

h,IANAJEMEN LAL T LINTAS

Bagian Peftama

Perencrrnaan Lalu lintas

Pasal S

(l) Dalanr rangka pemnusan kebiiakan pengaturan system lalu hntas, L)aerah harus
nr el akukan perencenean lah-r i intas.



i ? \

i3)

;:flfif, 
perencanaan lalu lintas sebagarnrana dimaksud pada al,at irJ,

a hrventar.isasr dan evaluasi tingkat pelayanarr,b Penetapan trnekar oefal"an*irj*i,*,"t*,
: 

Penetapan pemecahan permas"laf,an lalu lintas;d Pe'yusuru' r'd'ca'a dan prograr,i [.t.tr",r*r perwujutlarurya

Untuk ruelaksanakan
oieh Bupati 

rencanasn sebagatntana ayat [2), akan dratur lebrh .lanlut

( t )

(2)

Bagian Kedua

Pengaturan Lalu Untas

pasal4

5:oiln l)rnas merumuskan dan merencanrd. .*;;;;;;;* a,"u pacia ruas _..*?,fi:,*an 
nrengenar pengaruran

liltrYtrJ:|],11*tt sebagatn:ana chnraksucl pada aynr (r), akan clatur re[rrh

pasal5

lnstansr r Badan Huliurrr / pe.rorangan drlarang nrerakukan pengaturan iaru rrntas yangbersirat perinrah crarr laranga" ;;;;i"p"i;.d N;;"."ff ,*u ditetepkan orehBupari da'crinyataka'dalain ruutu-u ]i*rru lalu ri'tas cra'nrar.ka iara'

pasal 6

Dalanr hal * hal tertenfu'. 'Eupatr dapat nrenrlre'kan dispensasr.terhadap penetapanpengaturan sebagaimana r'irnaksurJ J;i; ba.sar 5 peraturan Daerah mr



Bagian Ketiga

Pengarvasan Lalu Lintas

Pasal 7

l)rnas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebriakan dalam penetapan
pengatrrran lalu lintas

Pasal8

Pengawasan sebagaimana drmaksud dalam Pasall Peraturan l)aerah mr, nrehputr :
e. Pemantuan, pengkajian dan penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan dalam

pelletapan pengatuan lalu [ntas pada janrgan dan atau luas-luas jalzur serta
bangkrtan dan tankan lalu hntas pada lokasr-lokasr tertentu;

b. Tindakan korektif terhadap pelaksanaan kebijakan dalam penetapan pengaturan
lalu lintas pada jaringan dan atau rua$ - nkrs jalan serta bangkitan dan tankan
lalu hntas pada lokasr - lokasi tertenh.r,

c. \delak-u1..an tindal:an htrliurn keprsds para pelanggar sesuai dengan ketentuan
pefatu arr perUndarg-Undangan yanB berlaku.

Brgian Keempat

Pengendalian Lalu Lintas

Pasirl9

Agar penetapan kebrlalian drbrdang lalu hntas lalan sesuar dengan tuluan nraka i}nas
me lakukan pengendaiian laiu- lintas.

Pasal 10

Pengendahan lalu hntas sebagalmana drmaksud dalan Pasal 9 Peraturan Daerah rnr
meliputi :
a. Peutbet.iut araltat dan petutjuk dalan pelaksarnan kebgakari lalu lirrtas lalan

yang mehputr kegratan penetapan kebrtakan pengaturan lalu fintas pada lanngan
atatt nras-nras laian tertentu;

b Peutbelian bitubingatt dan penyuluhan kepada masyu-akat tnengsjlai hak dur
kewalrban masyarakat dalam pelaksanaan kebrtakan pengatwan lalu hntas pada

laringan etau ruas-ruas jelan tertentu



B.4B W

REKAY,A.SA LALU LINTAS

Bagian Peftama

Unsur-unsur Rekayasa Lalu lintas

Pasal 11

(1) Untuk ntenlanttn kelancaran, keamanan dan ketertrban lalu hntas serta untul,
menduhmg pelak-sanaan manajemen lalu lintas, Dinas melak-ukan rekayasa lalu
lintas pada l aringan atau ruas - ruas 1alzur.

(2) Kegratan rekayasa lalu lintas sebagarmana dinraksud pada ayat [1), nrefiputr:
e. Mengusulkan perencenaen pe.ngenrbangan jaringan jalan dan peningkaian

j alan serta perb aikan disain ge o metrik j alan dan persi nrpangarl,
b. perencanaan, pengadaan, pemasangan dan penrelrharaan t'astlitas

perlengkapanj aien.

(3) Pelalisanaan rekayasa yang menyanglcut tisik prasarana tal'an dan perslmpangan
dik-oordinasikan dan dilaksanakan oleh Penrbina -Ialan.

Bagian Kedua

Analisis tlampak Lalu Lintas

Pasal 12

(1) ljtnas melakukan pengendaltan bangkitan dan tankan lalu lLntas terhadap
kemungktnan terjadinve gengguen den masalah lelu lintas ekibat perkembangan
tttobilitas dan aktifitas pada tata gulra lahan tertentu di sekrtzu larirrgan arau ruas
- ruas jalan.

(2) ljalam nrengendaltkan ntentngkatn-va banglotan dan tarrkan lalu hntas
setragaimana dinaksud pada ayat (l), dilakukan anaiisis danrp.,sklalu lintas yang
tttelrputr kegiatan .
a. Anahsrs srstem kegratan yang drrencanakan,
b. Perhrtungan dan perkiraan bangkitan den tarikan perjalanan:
c Analiss kebutulmn pelayuun angkutan.
d. Anahsrs dampak lalu hntas terhadap tanngan talan secara langsung

dipengamhi;
e . Rencarra uenang_zulangan dan atau pengelolahan danipak.

l 0
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Permohonan Anahsrs dampak lalu hntas drbuat oleh badan hukum, perorangan
lrang akan membangun pusat kegiatan.

l]tnas ntelakukan penelrtrul pengkqlian dan merekonrendasrkan hasrl anahsrs
dampak lah-r iintas.

Penelrtran" pengkalran dan rekomendasr sebagalmana drmaksud prada a-vat (4),
aken diatur lebrh lanjut oleh Bupeti.

Pasal 13

setrap orang atau badan huL:um drlarang nrelakukan kegratan pembangr.uran
pusat kegiatan pengeturan sirkulesl erus laiu lintas. mencantumkan sistem
pelaltanan atgkutatt ulllullr dan ttreurbuka jalan ke luar masuk ke lalan pada suatu
kawasan atau hngkungan slsl lalan sebelunr melakstrnakan analisis darnpak lalu
lintas yang telah direl:ontenclasik-an dan dipersyaratl:an daiam periznan iokasi.
site plan dan atau izin bangrurarr

Drnas urelakulian pengalvasan dan dapat urenangguhlian kegratan penrbangunan
serta menLinda penggr.uraan ( operasional ) kawasan dsn atari pembangruran pada
linekuigan sisi .1alan, apabila ketentuan arulisis datnpak lalu lintas 6al
rekonrendas r tr dak drlaksanakan

8,A8 V

PERLENGKAP,A,N JALA}{

Bagian Pertama

Fungsi dan Jenis

Pasal 14

Perlengkapan lalan nrerupakan fasrhtas yang bertungsi sebagar :
e. Aiat pengatur lalu iintas yang bersii'at perintah dan larangan;
b. Alat piengendali lalu lutas yang Lrersifat peturjuk dan per ingaran,
c. Alat pengendah dan pengamanan pernakar jalan.

J enis perlengkapan .jalan rnehputr ;
a. Ramtru - rambu ialu lintas;
b. li{arka jalan dan kerucut lalu lirrtas:

( l  )

i t \

i l )

t j_,

il



c. Lanrpu pengatur lalu Jrntas;
d. Tanggrrl pernbatas kecepatan (speed t*F ), portal, cennih tik-ungan, patok

lalan ( delineator' ), paku j alarq pita penggaduh,
e. Pagar pengaman, pulau-pulau lalu lintas, separator, nredrar; trotoar, tenrpat-

tempet penyeberengen. tempet-tempet pemberhentian den alat penerangan
:  -  1  _  . _
t a l u l t .

Bagian Kedua

Pengadaan Pedengkapan Jalan

Pasal 15

(1) Pengadaan perlengkapan laian dapat driakukan oleh Penrenntah l)aerah atau
badan huk-um.

(2) Pengadaan perlengkapan laian harus memihkr standar teknrs .
e. Llkuren;
b. Beruuk atau disain:
c. Kualrtas bahan dan kekuatan,
d. Ihl'a pantul,
e. Pervamaan.

(3) Setrap perlengkapan talan yang telah drnyatakan memenuhr spesitikasr atau
standarisasi teknis drbenkan tanda pengesahan t'enrpa stil:er dengan logo Dinas
Perhubungau berbentuk t'ru:rdaran.

Bagian Ketiga

Pemasangan Pe rlengkapan Jalan

Pasal 16

(1 ) Penrasangan perlengkapan.ialan drlakukan oleh l)rnas

{2) Pentasangan setragatntana drnraksud pada ayat (i), harus memenuhr persyaratan
teknis ),ang akan diatur lebih lanjut oleh keputusan Bupati.

l - t
I L



Bagian Keempat

Pemeri ksaan dan Pemeliharaan

Pasal 17

(l) Penrenksaan dan pemehharaan perlengicapan .ialan merupakan bagran
L.enyelenggeraen yang waj ib dilaksanaken.

(2) Pemerrksaan dan pemehharaan secara berkala drlaliukan setiap 1 (satu) tahun
oleh Dinas.

Bagian Kelima

Pengadaan dan Pemeliharlan Perlengkapan Jalan

Pasrrl 18

Setrap orang atau, badan dapat melakukan pengadaan dan pemehharaan periengkapan
jalan sesuai persvaratan teknrs dan mendapat rekomendasr darr Dinas

Pasal 19

Settap orang atau badan driarang inenrbuat, memrndahkan, n:enrbongkar dan
membuat tidak bert'ungsi periengkapan jaian l:ecuali atas izin Dinas .

Pasal l0

Setrap pemakar lalen walrb memehhara dan mematuhr tanda-tanda larangan, penntah,
petunluk dan isyarat vang dinvatakan daiam perlengkapan jalan



BAB \,1

PERLENGKAPAN JALAN DILUAR KEPENTINGAN LALT] LINT,A,S

Baglan Pefiama

Reklame

Pasal 21

tl) Reklame trdali boleh drpasang dr daerah mant'aat.jalan.

(2) Reklame tidak boleh nrenpunyai bentuh ukr.ran, dan wama ]'ang menyerupar
rantbulaiu lintes

Bagian Kedua

Jaringan Pipa dan Kabel pada llaerah Milik Jalan

Pasal 22

Penggaltan dan pemasangan larmgan prpa dan kabel dapat drlaksanakan setelah
menclapat rek-omendasi dari Bupati.

BABlTI

PENGGT]NAAN JA,LAN

Bagian Pertana

Ruang Lalu Lintas

Pasal 2J

(i) Jalan sebagar ruang lalu hntas ta.1rb drmant'aatkan sebesar-besamya untuk
kepentingan iaiu lintes kendaraen dan orang

(2) Ruang lalu hntas sebagatntana drnraksud pada ayat (1), adalah daerah mant'aat
lalan yang pada intinya nterupakan srutn daerah etau kawasan yang khusus
me mtreri keleluasaau atau ntantaat rrntuk kepentingan iaiu lintas yang meliputi :

l 4



a . Jalur perkerasan untuk kepentrngan raru rrntas kendaraan yang berupa laranmaupunJembatan;
Jahu rrotoar at*u bahu,jala' u,uuk lierjalan kaki da' alat * alat per.le'gkaparr
f l.* d* lasr lrras p*na*unglr];il;;''

ff ffiH#i?ffi::f 
* u"gni okn; Ji !:.: ::llmgah d ari 1 a ran,

1aian. 
tg - kuangnya dettgatt tinggi J nreteriari pelnukzu'

u

(3) Pada ruang lalu rrntas atau daerah mrrrk iaran, drrarang nrendrnkan bangunandan nrenenrl.atl:an bencra - n."Jr, l"ar rrr"'Rpr"r'i"i*ri per.rengkapan jaranuntuk kepentingzut pcngatu al rJan pengendalian lalu l intas

Bagian Kedua

Pengamanan penggunaan Jalan

pasal24

i$:Tt#*,J.tlllr"l*unakan sesuar dengan t'ungsr, krasirikasr peruntukan dan

pasal25

(l) setrap pemakat ialan wairb mematuhi ketentuan berlalu rlntas yang dinyatakandalarn rambu - ranrbu t"i" ri"i.-,','t"rkn i"lnr, .r"rr, 
"r* i*g** ialu rintas.

(2) setrap pengemudi kendarasn d,al1m. mengenrudrkan kendaraan rvarrr:m engutanr al:an kese i am at an pej al an mr.i a"""p"?g,*ll}. 
" 

r ai'nya.

i3) setrap pengemudr kendaraan wairb menrakai sabuk keseramatan bagpengemudr kendaraen roda empet atau lebih den mempergunakan heim beBipetgenludi kettdaraatt bertttotot 'orla dua *t", Jrgi f.uj-u.,u..ri k.nda.aar, ,'o,flempat atau lebrh yang trdak drlengkapr dengan rumah-ruman
(4) setrap pemakar 1alan yang karena sebab apapun terah mengakrbatkan rusakn'a-jaiarl perrengkapan ji"";r;;1"*rr"*"r, wajib .urt.,k-mengganti kemgian yangs esuai rlenga' tirrgkar kerusakari rvz'g cri ti nr burt.iui,* 

"' -'

(-5) setiap orang atau badan hukum drlarang nrengangkrrt bahan rreracun, berdebubarbeu busuk, bahan yanj*"arir-,""f"a"U, afr [IfrJ" linn"r, lain;rang clapat
l}-#3ilffiiujloff;ela'rara. da. kesel'u,.i, u,uun;'.i;,,8;,, r'e,rgguruk au atat

l 5



(6) Alat untuk nrengangkirt bahan sebagainrana dinraksud pada ayat (-5), harus
ditutup dan tidak- mencernari linglrungan.

(7) Setrap kendaraan yang melalur .1alan drlarang nrengoton lalan serta menceman
lrngkungen.

Pasal26

Kecuah dengan rzrn l)rnas setrap orang atau badan hukum drlarang :
a. Membuat dan memasangportal;.
b. Meurbuat atau ulenlasang tanggul pengpman jalan ( speed trap ),
c. Membuat atau memasang prnfu penutup lalan;
d. Marnbongk-ar jaiur pernisah jalan, pulau - pulau ialu lintas dan sejenisnya;
e. Mentbottgkar, nlenlotollB" Nelllbuat tidak berfurgsi pagar perrgaman jalzur.
t'. N4enggunahan bahu talan ( trotoar ) trdak sesual dengan lungsrnya;
g hdembr.rka atau rnembuat jalan masuk;
h. Melakultan pcrbuatan yang dapat bcrahibat merusak sebagian jalan atau scluruh

badan .1alan, menrbahayakan keselamatan dan merusak kebrlakan pengaturan
lalu lintas;

i. Mergubah fungsi jalar;
I Menyrmpan barang atau materral yang dapat mengganggu lalu lintas

Bagian Ketiga

Penggunaan Jalan Oleh Kendaraan Barang

Pasal27

(1) Setrap kendaraan angk-utan barang drlarang beroperasr nrelalui lalan yang trdak
sesuai clengan peruntukannya n'laupun tratas berat muatarurya;

(?) Kendaraan angkutan hrarang sebagatnana dimaksud pada ayat (l) . terdrn dan .
s. Kendaraen angkutan barang yang muaten sumbu terberatnlra melebihi ciaya

dukrurg jalan.
b Kendaraan angkutan barang yang karena dimensi muatann-va nrelelrrhr batas

nrak-sinrum yang t elah di tet ap''kan;
c. Ketrclaraatt urElkutan barurg yarrB meulasang kereta gandengar iebrh dari

satu, ternrasuk kereta tempelan

l 6



Pasal28

'l'erhadap 
kendaraan angkutan barang sebagaimana drnaksud dalanr Pasal Zl ayat (2)

Peraturan Daerah ini, yang karena tingkat kebutuhannya serta efisiensi waktg
tttetnerlukatl percepatatr dapat diberikan izin atau dispensasi pengBuraalr jalan.

Pasal29

Ketentuan sebagatmana drmaksud dalam Pasal 28, berlaku luga terhadap kendaraan
angkutan barang yang digunakan sebagai angkutan penumpang.

Pasal 30

tl) lztn maupun dtspensast penggunaan talan sebagalmana drnraksud dalan pasal
28 den Pasal 29. diiak-ukan oieh Dnas.

(2) ['ata cara mentperoleh lan, masa berlaku izrn dan prersyaratan yang harus
dipenuhi diatur lebih lanjut oleh Bupeti.

Bngian Keempat

Pengawasan Penggunaan Jalan

Pasal Sl

(1) Dalam rangka pengamanan dan pemeliharaan talan. L)rnas nrelalcukan
Penga wasan p''enggunaan j al an.

t2) Pengawasan penggunaen ialan sebagaramana drmaksud pada ayat (l),
menggunekan alet pengewssan den pengemenan jelan yang berfungsi untuk
urel akukan pellga was atr terhadap berat kerrdara an b cserta m uatarurva.

(3) AIat pengawasan dan pengamanan.jalan sebagaimana drnraksud pada ayat (2),
berupa alat perumbengen yang dapat dipasang dan depat dipindah - pinttahkan
(porrablE).

(4) Penggunaan alat pentntbangan sebagarmana drnraksud pada ayat (3). drlakukan
secara terbetes terhadap kendarean - kendaraan tertentu.

| - 7
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Pasal S2

tl) Kendaraan angkutan barang yang kedapatan tanpa iztn bermuatan lebrh dari
yeng ditentukan dil:enakan sanisi sesuai dengan k-etentuan peraturan

petudattgatt yang berlaku.

(Z) Selama clalam proses dr Pengadrlan, kelebrhan muaten harus diturunkan dan
atal rlisimpan clitempat yang clitunjuk serta menjadi tanggung jawab pemiiik-

Blgian Kelima

Pen gawasan dan Pengendalirrn .Angkutan B.lrang
Dengan Kcndaraan Bermotor Klrttstts Angkrrt*n Peti Kemas

Pasal S3

11) Untuk mentamrn kelancaran dan keselantatan lalu irntas angkutan barang
dengan kenclaraan bermotor khusus angkutan peti kemas, Dinas melakukan
pergettdalian.

(2) Pengawasan dan pengendahan sebagarmana drmaksud pada a]'at [l ), nrehputr .

a. Pengusulan penetapan, penarnbahan atau pengurangan ltntasan kendaraan
angkutan peti kemes kepeda Gubemur Propirxi Jewe Barat:

b. lr.'Ienetapkatt jatn operasi artgkutan peti keluas,
c. lvlenetapkan lokasr parktr dan tentpat tstrrahat sementara,
d. Ndemberil.-an birnbingan dan arahan tentang l.:etentuan reknis operasional

tet ttusuk tata cala pe ll)uatalr peti ke,Ilas

Pasal34

(t) Untuk kepentrngan pengendahan, setrap kendaraan bermotor khusus angkutan
peri kemas yang beroperasr di wilayah Kabupeten Bekasi rvajib meiaporkan
kegiatan operasionalnya sccara berkala setiap tahun kepada Dinas.

(2) Prosedur dan tata cara pelaporan sebagatmana drmalisud pada ayat (1), dratur
lebih lan1ut oleh Bupati

l x



Bagian Keenam

Pengguna*n Jalan Di Luar Kepentingan Lalu Lintas

Pasal35

(1) Penggunaan yalan untuk kepenttngan tertentu dr luar fungsr sebagar lalan dan
penyeienggaraen kegiatan dengan menggr.rnakan jalan. clapat clilakrrkan paria
j al an nasional, j alan propinsi dan j alan kabupaten.

(2) Penggunaan lalan nasional dan jalan propinsi sebagarmana drmaksud pada ayat
(1), dapat diizinkan urrtuk l:epentingan yang bersii'at nasional.

(3) Penggunaan lalan kabupaten sebagarmana dimaksud pada ayat tl), dapat
diizinken untuk kepentingan yang bersifat n-asionai clen atau deerah serta
kepettturgan pribadi.

14) Penggunaan talan sebagalmana drmaksud pada ayat r.?) clan ayat (3), serta
mengakibatkan penutupan 1aian, dapat dilaksanakan apabila atla jalan altematrf
yarrB lnell)iiiki kelas lalan muilnral saura dengan jalan 1,airg ditutup tlan
drlenglapr dengan lzln yang dibenkan oleh Drnas.

Bagian Ketujuh

Prrrkir dan Bongkar Muflt Barang

Pasnl36

Untuk menlamln ke.lancaran, keanranan, ketertrban dan keselanratan lalu iintas, setrap
Jaian Kabupateq ialffl Propinsi dan Jaian Nasional r1i wrlavah Kabupaten Bekasr
rlilarang cligutukatr u[uk parkil dan bongkar ll]ruit llarang, kecuali pa*1a tenpat-
tempat yang telah dratur dan drterapkan peruntukannya oieh tsupetr

BAB \,TII

PEI'IINDAIIAN KENDARAAN

Pasal37

tl ) t'tntuk keamanan, kelancaran, keterttban dan keselamatan lalu hntas, pernenntah
Daerah dapat m enyel enggarakan penr indahan kendarean trernrotor.

l q



(?) Pemrndahan kendaraan bermotor sebagarmana drntaksud. pada ayat (l),
dilalrukan cialam hal :
a. Ke ndaraan yang parut diduga ter libat dalam tindak kej alutarl
b. Kendaraan bermotor menialanr kerusakan teknrs dan [rerhentr atau parkrr

pada tempat yang dilareqg berhenti atau parkir.;
c. Kendaraur yang berlenti atau parkir pada tempat-telnpat yarg dilarag, baik

yang drnyatakan dalan rantbu-ranrbu lalu [ntas atau trdak;
d Kendaraan yang clisimpan di jalan sehingga jalan herfungsi sebagai garasi

atau tempat penyrnrpanan kendaraan;
e. Kendaraan yang ditrnggalkan oleh pemrliknya dr.lalan maksrrual selanra satu

kali dua puiuh empat jam (1 x 24 jam). baik diketahui atau tidak oieh
peutiltkrtya.

f. iv{enggunakan ruang parkrr yang trdak dapat drpertanggung ta'lvabkan
sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi pernakai jaian lainny-a.

(3) Pemrndahan terhadap k:endaraan sebagarmana drnralisud pada ayat (2),
dilai.:sanakan oleh petugas yang berwenang kecuaii kendaraan 1,'ang rnengalami
kerusahan teknis. atas prakarsa peniilik atau pengemudi dipurdahliair ketenipat
yarrg aulan

Pasal38

(1) Pemndahan kendaraan bermotor dr lalan sebagarmana drmalcsud dalam Pasal -17
drseienggarakan dengan memperhatikan hal-hel sebagai berrkut :
a. Petnittdalmn kertdaraan dilakukan dengan urenggrurakan nrobil derek y-ang

sesuar dengan perunhrkannya.
b. Tersedia areal tempat penyimpanan kendaraan yang representatif;
c. Adarys -iamirun keamanan.

i2) Mobil derek yang sesuai dengan peruntukannya sebagrumana dinraksud pada
ayat (1) htruf e adalah :
tt. \.{obil derek dilergkapi dcngan peralatarl tekrils penderakur baik bersrfar

mekanrk maupun manual;
b Dlengkapi alat pengamanan berupa lampu isyarat (rotor), rsyarat bun;-r

(sircne).
c l}operasikan oIeh operator derek yang nemrlrkr kecakapan atau

kenr ampuan tekrus penderekan.

(3) Areal ternpat penlrmpanan yang representatrf sebagaimana drmaksud ayat (1)
huruf b, berupa iapangan parkir yang drbangun khusus dan atau tempet
pettyintpatran yang ditetapkan olelt Dirus, dilergkapi fasilitas pendukurg ilan
srstenr keanranan 1'ang nremadar.

:0



(4) Janrman keamanan sebagarmana drmalcsud pada ayat (1) huruf c adalah
a. Peminclahan dilakukan oleh petugas dengan diketahui atau disak-sil.:an oleh

penrilik atau pengemudi kendaraan )iarrg bersangkutan,
b. Pemrndahan kendaraan drusahakan drketahur atau drsaksrkan oleh uenrrhk

atau pengemudr kendaraan ,vang bersangkutanl
S lst elil infor uta si pem rtrdahur kepada petuil ik,
Berrta acara fiemrndahan kepada pemrhk.
Pemindahen kendaraan c'liusahakan c-lengan memperkecil resikcr clan atau
kerusakan serta kchilangan perlengkapan akibat proscs penderekan.
Ivlobrl derek harus lebrh besar atau kuat dan pada kendaraan yang drderek
baik konstruksi beret. ihmensi ukuran maupun deya -"*tr-ya (Pou'er
ergine).
Penttndahan kendaraan yang melanggar ketentuan berhentr dan atau parkrr
ciilakul:an setelah terlebih dahr.rlu diberikan peringatan dan kesempatan
selama lima belas menit kepada pemilik atau perrgellludr ixltuk
memtndahkan kendaraannya ketempat yang anran dan apablla dalanr waklu
yang telah ditetapkan tidak dilakukan baik diketahui atau tida!- kendaraan
dil akukan pentindahan atau p enderekan.

Pasal J9

Selarn Penrenntah l)aerah, penyelenggaraan pemrndahan kendaraan di ialan
dapat dilaksanakan oleh badan hukurn atau perorangan dengan rnenggr-rnalian
derek urnuur yanB lltdlnenuhi persyaratan .
a. Memrlrkr rzn penyelengaraan derek umum dari Drnas,
b. },,{emilil:i tempat penyimpanan atau garasi.
c. Kendaraan derek vans digunakan harus sesuai dsnsan ketentuar] Pasal 38

ai'at (2).

l)alam hal penyelenggaraan derek unrunt trdak nrenrrlrkr garasr sebagaunana
dinraksud ayai (l)r htrnrf b, penyimprsnan derek ciapat dilakuk-an di areal fasilitas
perwlrnpanan yallB disediakan olelt PetnerirUah Daerali sstelali nretidapat izur
dan Drnas

Pasal 40

Penttndahan kendaraan dengan menggunakan derek umun hanl'a drlakulian terhadap
kendaraan yang mengaiami l-erursatrlan telnis atau moqok dan mengalami kecelakaan
atas pet'tttitttaatt peutilik kettdaraatt datr atau atas pelintah petugas yarig berwenang
1'ang bersrl-at bantuan

t
u .

f

E '

( l )

\ L )
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Pairrl 41

Ketentuan lebrh lanut tentang pemrndahan kendaraan, prosedur penzrnan derek
Lrmum dan kerjasanra pengelolaan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB LX

PEI\{BINAAN PET,IAKAI JALAN

Bagian Pefiama

Pendidikan Mengenudi

Pasal 42

Penyelenggaraan pendrdrkan mengenrudr kendaraan bermotor, bertutuan mendrdrk
den meletih calon-calon pengemudi kenderaen bermotor untuk menjedi pengemudi
1'ang tnelttiliki pengetaltuatt tlibidang lalu litrtas angkutan _ialuq trampil, berdisrplin,
bertanggung jarvab serta bertrngkah laku dan bersrkap mental yang bark dalanr berlalu
lintas.

Pasal 4J

Penyelenggaraan pendtdrkan rnengemudr dapat drlaksanakan oleh Penrenntah llaerah
Badan Hutrrum dan Peroranqan.

Pasal 44

Untuk mewrlludkan tuluan sebagarmana drmaksud dalam Pasal 43" Daerah melakukan
pembinaan terhadap penyelenggaraan pendidikan mengemudi yang rnelipr-rti
pettgarahart, bimbirgan dan bantuan teknis ssrta petigawasan terludap ketentuari-
ketentuan .

a. Penyedraan l'asrhtas belatar berupa ruang kelas dan peralatan mengalar yang
memedsi:

b. Penyediaan fasilitas berupa lokasi lapangur uJltuk praktek mengemudi,
c. lvlenrilikr dan menggunakan kendaraan L'lernrotor untuk praktek latrhan

mengemucli yang dilengkapi ;
1.1. Turda bertuliskan latilun uau belajar yarlg jelas keLhuan dari tlelran dan

dan belakang;
1.2. Ruangan tambahan yang diop"'erasik-an oleh instnrl.:tr-u.

. ' t , - t
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I 3 I'arnbahan kaca spion helakang dan samplng khusus untuk lnstruktur,.1 4 r'fenss'nakan rencra 
""ro;ffi;I.""" a""!"" ;;r;;;arna kuning hu*rf

5trt;:ffiffffi*sahan ku'kulum 1'ang terdrn da' mata peja.jaran teori
1 .1. Penditlkan pancasila-
I 2 Peraturan Perundang:9:-tf-dlbidane 

lalu hntas angkutan.1alan;I 3 Pengetahuan prakti's- rnengenar teknis dasar kencJara*T-r*"t kecerarcaen

. itJilH:'fil"Tl$:;f*1] 
6'*. p.,r" t"..ruuu',.*,opun sant*n arau

1.4. Prai<rek mensemudi kendffeen berrnoror cli lapangen praktek;jiff [Tf ;:::':,:il:t$H]ffi l;;,''*;il;,fifi;,",'ffi -di ja,an,
Persyaratan lmtuk caion siswa pen.l,cliilrr, **Lotnt, mengem'cli;Per s,r,'aral atr u rstrukrur. pendi dikan n .ul.,r.t u.f i

( l )

i t )

pasal 45

Penyelenggar. p.ndidlfan mengemudi dapat menerbrtkan swar tanda ruruspendrdikan meneemudi y*g ,Jr*,*ilurranp*t pengesahan dar-r Bupari araur r te la lu i  D i t tas  
/  * ' t r  r l rq r r  r rc r l

surat tanda rurus pendrdrkan mengenrudr dapnt d,adikan pertrnrbangan untukmendapet Surat Izin Mengemudl 
""-,* 

p""ema kali.

pasal 46

fiffiffi.fi1ff*:::ff1,;il:igm sekolah nrengenrudi h'nya dapat

pasal 47

[;:;,tfri,':[fJil'* 
tentang persvaratan, pembinaan dan proses perzrnan dratur

/ a



' Bagian Kedua

Fasilitas Pejalan kaki

Pasal 48

lJalanr rangka pembrnaan terhadap keamanan dan keselamatan pemakar talan. Daerah
merencanakan, membangun dan memelihara fasilitas pe.lalan kakr yang meliprrti .

a. Trotoar;
b. Jembatan penyeberangan dan ten'rpat-tenrpat penye berangan;
c. Tempral-lsmFet menllnggu clan atau peml''erhentian kendaraan atau halte.

Bagian Ketiga

Penyuluhan dffn Bimbingrn Keselamatan

Pasal 49

Sebagar upaya rnentngkatkan kualrtas kesadaran berlalu hntas dr talan, Drnas
menyelenggarakan penprltfian dan bimbingen keselanratari kepada masyaral.-at.

Penyuiuhan dan brmbrngan keselanratan sebagarmana dunaksud ayat (i),
dilakukan meialui media msssa. pemasangan spanduli, penyuluhan ke sekolah-
sekolall otgatrisasi petrtuda. kelonrpok plofesi dan pemilihan awak kendaraal
umum teladan

BAB X

BADAN KOORDINASI LALTI I,INTAS

Pasal 50

(]) LJntuk Henampung asprasr nrasyarakat dan membenkan bahan pertimbangan
terhaclap penla$unan kei:ijatan Pemerintah Daerah dalam i:idang transprelisgi
dap''a1 6i5.ntuk Badatt Koordinasi Lalu Lintas Kabupaten yalrg txtsrx arggotanya
terdrn dan Perguruan I'rnggr 

'l'ransportasr, 
Pakar 

'lransportasr, 
Dinas

Perhubungan, Kepolisia* Bappeda. Dinas Bina Marga darr Pengairaa
Pengusaha Argkutur, awak angkutan dan masyarakat penggrxu lasa
transportasr.

( 1 )

r l \
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t2) -tsakorlantas kabupaten nterupakan lembaga yang berkedudukan dr trngkat
KaL'''r-rpaten.

(3) Organrsasr, tata kerta dan keanggotaan -tsakorlantas Kabupaten Bekasr dratur
iebih larlut oleh Bupati.

BAB XI

PEMELI}L{RAAN, PERAWATAN DAN PERB{}LA.N
KEM,AR.A,AN BERMOTOR

Pasal 5l

(l) Untuk mentaga kondrsr kendaraan bernrotor agar memenuhr persi'aratan teknrs
iaik jalan mai.:a kendaraan bermotor hanrs dilekuk-an pemeiiharaar\ perewatan
dan attru perbaikan.

t2) Pemehharaan, perawatan dan atau perbarkan kendaraan bermotor drnraksud
pade a5,at (i), depat diieksenekan oleh Bengkel Umum dan bengkel l]rusus
yang telalt ute uriliki ian dari Duras.

(3) izrn sebagalmana drmaksud pada ayat [2), drterbrtkan setelah drlakukan
penelitian oleh Drnes terhadep keiengkapan fasilitas bengkel serta dempak
penyelerrggaraalurya bagi kelancaran r.1ur keselanratan lalu lintas dan Argkutan
Jalan yang drbuktrkan dengan sertrtlkat.

Pasal 52

Selarn tsengkei Umum dan -tsengkel Khusus yang nrelaksanakan pemehharaan,
perawatan clan atau i-.erbail:an kenclaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 51, juga terdapat Bengkel Umum yarg mendapat izin perletapan sebagar
bengkel pelaksana penrenksaaan emlsr gas buangkendaraan bernrotor.

Pasal 5J

tl) 
'l'erhadap 

tsenekel [.]mum dan tsengkel Khusus I'ang melakukan pemehharaan
dan pencucien kendaraan bennotor wajiL'' mendapatkan izn Bengkel Terdafiar.
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i:) ierhadap tsengkel Umum dan tsengkel Khusus yang melakukan prerarvatan dan
atatr perbaikan l:endaraan bermotor untul^ nremenuhi persyaratan tek-nis dan 1ar1.:
jalui- u'a1it-r urtndapatkan rzin Bengkel Terrturlul,

(J) lerhadap .tsengkei Unrun yang mendapat lan penetapan scbagar benglel
pelaksana pemeriksaan emisi ges buang l.:endaraan hernrotor wajib
mendapatkari izin Be ngkel Pelaksaiia.

(4) tsengkel 
'lerdattar, 

terturluk serta bengkel pelaksana rvapb nremberrkan laporan
secara periodik- setiap.' 3 (tiga) buian kepada Dinas.

Pasnl 5,t

(1) izrn i3engkel setragarmana drmaksud dalam Pasal 53. berlaku selama 5 (lima)
Tahun dan setiap tahun wajib dilaktrkan Her F-egistrasi atau daliar ulang setrap
tallrr dengan nrengajukan permohonan seiambat-ianrbatnva 14 (empat belas)
han sebelum habis nrasa Lrerlaku rzin

(7j Pennohonan rnn bengkel sebagarnrana dlmaksud pada ayat i1), harus
driengkapr persvaratan sebagai berikut :
a. h4rmiliki Nomor Pokok \Vajib Pajak Daerah (NPWPD);
b. Nlenrrliki Akte Pendrrran Perusahaan untuk pemohon 1'ang berbentuk tsadan

Hukum lndonesia atau tanda bukti din F-enrohon perorangan.
c li'Ietuiliki Suat Izifl Tempat Llsaha (SfTU dan HO.
d Jvlenrrlrkr atau menguasai areal tanah aiau gedung 1,ang luasn!'a sesual

rencana P'engk-el kenda raan Lrer nrot or.
r  lht iar neralatan vanc dinr i l ik i :
I  L. tat tar tcnaga nrekanrk ]ang Jrnul ikr,
g Keterangan teiah cliiai.-ul:an prenglid.n teknis oleh Dinas.

( r) l erhadair 1:emr If: i i-]n Hengkel sebagairnana drmalisud dalam Pasal ]-l
ciiken-aken retnbusi :
a. Retribusr izrrr

I 1 .tsengkel 
'l'erdatlar 

Rp. 10i) 00i-)
| 2. Bengkel Tertrrnjrrk Rp 15iJ i)tii)
1.3. Bengkel Pelaksana Rp. 20tt.0il0

tl. Retnbusr Perparyangan per tahun .
1 .1 Bengkel Terdsfter I{p. ,(0.000
1.2 Bergkel Terturluk Rp 75.000
13. tsenglelPelaksana Rp. 100 tX)L]

' i1i



Pnsal 55

|i) Pemegang rzrn wa.jib mematuhr dan nrelaksanakan ketentuan - ketentuan yang
dipersyarat!:an cialam i zin.

i2) izrn drnyatakan tidak berlaku atau dicabut, apabila :
e. Sudah habis masa berlaku dan tidek mengajukan permohonan kembalil
b. Teqladi perubahan kepemilikan atau penregang izin;
c. 

'i'rdak 
memberikan laporan kegratan operasional secara berkala kepada

Dinas;
d Pemegzurg iznt lll€ngubah status izin tanpa mengajukan permolionzur

perubahan status kepada l)rnas;
e. Pemegang izrn dihentikan usahanya karena meiangga,r ketentuarr yang

dtpersvaratatr clalattt izin atau keterfuan perafuran perurclang-utdurgar yzurg
beriaku.

Pasal 56

Ketentuan lebrh laniut mengenar rzrn tlengkei terdattar, tertunjuk serta tsengkeJ
pelaksana. diatur lebih lanlut oleh Bupati

BAB Xtr

PEMBINAAN BENGKEL

Pasal 57

Drnas melakukan pembrnaan kepada tsengkel mehputr ;
a. Pemberian bimbingan dan arehan tentang ketentuan-ketentuan teknis dan laik

jalan kendaraan.
b Pengawasan mutu produksr dan pemerrksaan peralatan yang drgunakan;.
c. Peningkatan propesionalisrne baik langsung meupun tidak langsung;
d. Pendidikan dan latihur bagi tenaga mekallik Benghel.

Pasal 58

(l ) Penyeienggaraanan .tsengkel kendaraan bermotor dapat drlaksanakan oleh
Pemerintah Deeralt. badan hukum dan oerorensan.

t2) Setrap.tsengkel kendaraan bermotor yang telah mendapat rzrn dan i)tnas rvalrlr
memasang Fapan nanra Bengkei dengan nrencanttinrkan kiasilll:asi dan non'lor
izin.



( l  )

( 1 \

t a l

i3) Serrapr tsengiiel kendaraan Lrerntotor yang telah nrelaksanakan kegiatan dr brdang
perben gk-ei an. w aj iL'' mendaft arkan kep ada D i nas.

Pasal 59

Ketentuan lebrh lanlut tentang pembtnaan tsengkel dratur iebrh lanlut oleh Bupatr

BAB XtrI

POOLDAN AGEN

Pasal 60

Pengusaha angkutan wajrlr nrenyedrakan l'asrirtas penyrmpanan atau pool
kendarsan Lrermotor.

Pool seLragalmana drmaksud dalanr ayat (1), bertungsr se[-ragar .
a. Tempat istirahat kendaraan;
b. Teupat pemeliharaan dan pelbaikan kendaraan;
c 

'l empat untuk nrenaikkan dan menurunkan penumpang. .
Agen trerftmgsi sebagai tempat trrerusahaan dan atau penjualan jasa angkutan
ulllullt.

(4) Agen sebagalmana dinraksud pada ayat (3), nrerupakan bagran dan nrenradr
t an-qgr.rngj a wab perusaha an.

Pool dan Agen Wajrb memrhkr lztn dan tsupati melalur l)lnas_

Ketentuan lehih lanjut nrengenai pool dan agen akan diatur letrih lonjut oieh
Bunatr.

BAB XTV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 61

( 1) tsarang srapa melanggar ketentuan Pasal 5, Pasai i 3 ayat ( I ), pasal 19, pasal 2l
Pasal 22, Pasal 23 ayat (3) Pasal 2-i ayat (5), ayat i6), dan ayat (7), pasal 16,
Pasal 2?. Pasal 36 dan Pasal 53 Peraturan Daerah ini. cliancanr Piclana penlara
atau kurungan pahng larna 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak - banyaknya
RP 5 00ti.tt00,- (iinra juta mpiah).

i 5 l

((t)
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( 1 )

r? )

(2.1 lrndak prdana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran, kecuah drtentukan
lein oleh perattuan penrndang-undangan yang berlaktr

BAB XV

PEI\II'IDIKAN

Pasal 62

selarn Pelabat Penyrdrk Polrr Penyid:k Pegawar Negerr srprl (ppNS) drberi
wewenang khusus sebagai r,urtuk- melekukan penyidikan.

Pelabat Penyrdrk sebagarmana drnraksud pada ayat (l), berwenang
a. ]rdenerima laporan atau pengaduan darr seseoreng tentang adanya tindak

prdana pe lurggaran;
ivlelalarkan tindakan pertama pada saat rtu dr tenrpat keladrarr
nre lakul-an pemerisaaan;
h.{enl,uuir berirenti ssurang tersargka daii urcnreriksa tarida pergerul
tersangka;

d Melakukur penyitaur benda dan etau surat:
e. h.,Iengaurbil sidik jari dan nreuotret seseol.ang,
f. Memanggri orang untuk drdengar dan drpenksa sebagar tersangka atau saksr;
g hilendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan

penr er-iksaan perkara,
h. lv{engadal*an penghentran penyidrkan setelah nrendapat petunluk cJari

penyiclik Lrmllm bahwa tidak terdapat cuckup bukti atau peristiwa tersebut
bukan ttterupakan tindak pidana dan selaryutnya melalui Penyidik tlmunr
nrembentahukan hal tersebut kepada Penuntu Umum, tersangka atau
keluarganya.

dan

u l t  r

Brq,BXlT

KETEITTITAN PENUTLP

Pasirl 64

Hal-hal yang Lrelunr culop drarur dalam Peraturan Daerah
teknis pelal^sanaanva akan diatr,u iebih lanjut oleh Bupati.

Iru, sepanlang n'lengenal



' Pasal 65

Peraturan Daerah inr lrerlaku pada tanggal dnrndangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahurnya, memenntahkan pengundangan Peraturan
Daerah rni dengan penempatannnya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi.

Disahkandi Bekasi
pada tanggrl 27 April 2005

BUP,{TI BH{A.s[

TTD

ITM. SALTHI,TAI{AF

Diudangkan di Bckasi
pada tanggal 4 Juli 2005

SH< E*TARF DAMTAI{ I{ABIIPATEN Bffi,d,SI

H.R HTRRI'KOEIAERL S
' ) a^.."

LE\{BARAN DAIRATI I*\BTIPATEN BK{SI TAI{TN\[ . . .:. . . . . .
NOh{Sr..\. SsU...(,,.
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